R e g i
ShE 7 Y

TAATT

.

| Agus SardjonosPeradilan yang Tidak Adil: Petani Kecil Tak Terlindungi

) : K@cﬂ ’ﬁk T@fhndungi

 Agus Satdjono

: “Abstrak -

Kaius-feasas peiani Kedini adalal) Rasus-kasis. j’(li?" n]@ffggelez/é rasa keadilan.
Termasik kdsis g wiertingpa I Buds P Usorno  yang delely dipuinitean olel hakin
kasast. "Tilisei i 7  merstpaan waze;ﬂa'r Terhadzy periimbangan bikun bafin kasasi

yaing belhuza mencerniinan rasa el i, Penlis moescoba miengHngkapkan ;é’f/ézfm;{gm
't!i{g ada dr dahfif pm‘?ﬁf;}mﬁgaﬁ /Jm%m/; p!ff!z’.fdﬂ /fw/ezf?z /éamﬂ z‘me!]zﬂ‘ [ W/

Secara normaif, peﬁgddilaﬁ adalah tempat uniuk mendapatkan keadilan.
Hal i tersandang dard famanya. “pengadilan” dan dari éral-iral) putusan
Hakim yang menjadi gftwmgny'a Menurut Zrzh-rabira, dalam menyelesaikan
perkara, Hakim tidak belerja “demi huilouny™ atau “demi undang-undang?
melainkan *“Dezi Keadslan Berdasarkan Kethanan Yang Maha Fsd”,

TFrase “Berdasarkan Kewhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol

‘bahwa Hakim beketja mewakili Tuhan Yang Maha Hsa. Frase itu juga

menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan
bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia méhgatdsnama}mn Tuhan.
Sebab, jika tidak demikian, Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan
adil, kelak di “pengadilan terakhir” harus mempettanggungjawablkan
perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan
normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam
hatinva bahwa kelak ia akan mempertanggungiawabkan hasil

pekefjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, tidak
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jarang térdapat putus.an -putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa
3.lxeadllan Tidak semua Hakim memiliki rasa takut bahwa kelak ia akan
'bertanggung ]a.wab Lepada Tuhan Yfmg Mahq Bsa tentang apa yfmg .
“telah ciip___utus_kann L o

- sajal 1da 1nd1kator yancr dapqt dzoumlxﬂn uﬂtuh mel;hat dan mcmqal\c n
L :bqhua suati putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak Indikaror - -
“itu antara lain dapat ditemukan di dalam ¢ ‘pertimbangan hulum”? yang :
digunalan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi
Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum it tdak
benar dan tidak sepantasnya {proper), maka orang kemudian dapat menilai

bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.
Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai
kemungkinan sebagai berikut. > :
1 Hakim tidzk mempunyai, cukup pc:noetahuan hukum tentang
_mftsahh yang sedang ditangani. Namun, secara normatif
_ seharusnm hal ini tidak boleh terjadi karenz Hakim dqpfzt
memermtahkfm setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan
memberikan lxetemngqn dan menjelaskan pokok persoalannya
di dalam persidangan.
2. Hakim_ sengaja menggunakan dalil hukum yang tdak benar
_atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya
. tekanan pihak-pihak tertentu, snap, dan faktor-faktor lain yang
: ;1_}eﬁ_lpex_1gziruhi independensi Hakim yang bersangkutan.
3. Hak_im tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua
. argumen hukum yang bailk disebabkan oleh terlalu banvaknya
g ..per kara yang harus diseles_ajigan dalam kurun waktu yang relatif
smglxai: o
4. Halkim malas untuk memngkatkm pengets mhuan dan wawasannya
schingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya.
- Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung,
namun cukup menentukan kualitas putusan.
Secara ideal, semua kemungkinan yang disebutkan i atas tidak boleh
rerjadi dalam lembaga peradilan. Jika hal itu tesjadi, bukan tidak mungkin
lembaga peradilan yang seharusnya menjadi getbang keadilan, justru

menjadl cempal terjadinya ketidakadilan, Tidak terkecuali Mahkamah

—~]
o
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- Agung sebagai lembaga pengadilan ter tinggi dinegeri ini. Hakim-hakim

- Agung gyang scharusnya menj: jadi penjaga gawang | Leadﬂan terakhir, boleh

: ]adi ]ustru men]ach p1ha1> vang mc,nupmkan lxﬁﬂdalxﬁdﬂ'lﬂ Dan itu tcr]adz
" pqdf‘; kasus yang melibatkan pe’mm kecil ch_]awa Tmmr '

‘Adalah Budi Purwo Utomo yang menjadi korban Laudakadﬂan

o -lembaga peradilan. Ta addlah seorang pemm kecil di Kediri yang ymencoba - o

| “heginisiatif mmgembqnnkan benih j Jagung Ilomsma upavmya untul
' j_meﬂgembmgkan benili'jagung’ belu ung pada hukuman pidana vang

ditetapkan oleh pengadilan dari semua txngkaian Ketidakadilan ter tadi

ixa_rg:na_ laukumm._dmtulﬁ~._1n untuk sesuatu yang tidak dilakukannya.

Duduk Pexmasalahan dan Komentar S

I&ﬂsusmfa ber mula keulxa Budi diadili oleh Pcngftdllan Negeﬂ Kediri
atas tuduhar melakukan sertifikasi benih j jagung (Putusan Pengachlan
Negeti Kediri No. 516/ Pid. B/2005PNKdi).

Budi didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 14
ayat {1)-UU No. 12 Tahum'1992 ten%:ang Sistermn Budidaya Tanaman.
Rumusan dakwaan Jaksa No. Reg Per ara; PDM 800/ KDIRI/ 0705,
fidahh sebaga,l bcn]xut ' '

Lerdahwa meiahukan meny uruh hkukan dfm turut serta
mehkukfm perbuatan defzcrcm sengaja melaknkan sertififeasi tappa izin
dalam hal melakukan pembenihan jagung varietas Bisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UURI No. 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman”,

‘Ancaman pidananya didasarkan pada 55 ayat (1) KUHP juncto
Pasal 61 ayat (1) huruf b UU No, 12 Tahun 1992.
-Pasal 55 ayat (1) IxUHP belbuml

“Dipidana sebagai pelaku tindalk pidana, (i) mereka yang melakukan,
vang meayurih melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak
pidana itu.”

Pasal 61 ayat (1b) UU No. 12 Tahun 1992 betbunyi:

“Baraﬂg_sialaa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp: T500000-000,~ (SETatus ima pulun juta tupian).
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5] D1 dleqm amar putusannya, Halim memutuskan sebagai berikut.

. Mem atakan terdakwa Buch Purwo Uiomo telah telbulm secqm _
“‘sahdan meye akmkan bersalah mehkulﬁn tmqu pidfum turit serm
_ _dcnoan scncm.;a mcl“daué\_an semﬁkas; tanpa izin. :

G I"olms utama tindak. pldana Im adahb .r’ﬁczmrrzgxmpa dmmﬁ .rmgcyg'
ﬁze/aé%#mﬁ serts 1 ﬁ#m‘z lampa i i S
Apa yang dimaksud dengan s semﬁkas; telah diatur dengan legas di-
dalam UU Nox 12 thun 1992, Pasal 1 butic 6::. L

““Sertifikdsi ddalah proses pemberian scttifikat benih tanaman
setelah melalui pemenkﬂan pengujian, dan pengawasan serta
memenuhi sermnua persyamtan untuls, cheéallsan " '

Berdasar}\an ketentuan tersebut, maha yangk harus dlbulxtﬂxﬁlﬂ qdfdah
apm&aﬁ terdakwa melakukan /éqgmiafz smemberifan atan menerbitkan serts ﬁfc—’az‘
beuily tanaman?

Di dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 12 Tahun 1992, sangat
clas_ ditentukan babwa: seriififasi dilakukan oleh Penerintal. Namun,
Pemerintah dapat pula memberikan izin kepada perorangan atau badan
hukum uatuk menerbitkan sertfilat benih tanaman. Untmk memperoleh
fzin tersebut hatus dilakukan beldqsarlxan pemtumn yang ditetapkan
oleh Pemetintah. ' '

‘Apa yang dilakukan oleh Budi sebagal terdalewa?

'Didalam putusan hakim, khususnya di bagian pertimbangan hukum
(menimbang), halaman 34 ditegaskan sebagai berikut.

“Ménimbﬁng, bahwa oleh karena itu perbuatan penangkaran benih
Jaging bibrida yang dilakukan oleh terdakwa yang bekerja sama dengan
para saksi tersebut merupakan bagian dari kegiatan sertifilasi.”

Kesimpulan hakim tersebut sungguh menggelikan. Bagaimana
mungkin kegiatan perangkaran benih disimpulkan sebagal kegiatan
sertifikasi, padahal di dalam Pasal T butir 6 UU No. 12 Tahun 1992
dengan tegas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sertifilasi adalah:
proses pemberian seriifikat benih tanaman setelab melalui pemerifsaan, pengnjian,
dan pengawasan seria memenuhi semia persyaratan nntnk diedarkan.

Dengan alasan itulah Budi melalui Pembelanya mengajukan Kasasi,
bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kedis telah salah dalam
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menetapkan - hulkum. Namun, apa yang tesjadi di dalam putusan Kasasi
yang dimaksud? Dalam Putusan Kasasi No. 783.5,/Pid/2007 atas perkara
- Budi Purwo, Utomo. tersabut ]usu u kembali termpta Leudalﬁdﬁfln yang
culxup serius bagi Budi.- e

Putusan Kasasi dlbuat bCfd'lS‘ll’l&ﬂﬂ pennohomn l\’IS’tSE baik dari
Penuntut-Umum raupun. dari Terdakwa dalam. perkara pidana yang
chpuuzs oleh Pentradﬂan Negen Kediri No 516 / PID B / 2005/PHN.Kd,
p’lda tanggftl 13 januan ’?(}06

lxronolooz pummnnva adahh Sc.b’lg’u benkut

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut,

.- terdakwa: Budi Purwo Utama dinyatakan terbukd secara sah

6.

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: turut serta

- dengan sengaja melakukan serdfikasi tanpa izin. -
. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdakwa dihukum 6 buian

percobaan 1 tahun.

. Terhadap- putusan rersebut, Pcauntut Umum mengajukan
‘banding atas pengenaan hukuman yang dmnggf\p kurang

memenuhi rasa keadilan.

.~ Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan

Negen Kedin tersebut.

. Terhadap putusan Pengadilan nggﬁ, bful\ Penuntut Umum

maupun Terdakwa sama-sama mengajukan Kasasi.
Permohonan Kasasi Penuntt Umurm berdasarkan alasan bakwa
pengenaan hukum tidak memenuhi rasa keadilan.

‘Permohonan Kasasi. Terdakwa pada Keberatan Kedua

menyatakan babwa Judex Factse telah menerapkan hukum tidal

sehagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan.

-Dalil-dalil Terdakwa adalah bahwa fudex Factie telah salah dalam
- mengartikan/memahami uraian unsur “Sertifikasi Tanpa Izin”.
- Dan oleh karena itu, telah salah pula dalam penerapan hukumnya

ke dalam kasus aguo. Beberapa alasan Kasasi Terdakwa antara
lain:
ca. fudexc Facrie telah mengartikan/menyimpulkan bahwa
penangkaran benih jagung atau memproduksi benih jagung
tanpa izin merupakan bagian dari kegiatan “Sertifikasi

Tanpa TZim SChagmnTArTa diMaRrsua PAsal 6T avat (1)
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Bah\x a penger tian ].%dédeffZi’ mengenzu “Sel nfikasz Tanpq_'
lzin” sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) hur uf b UU' '

;_No 12 Tahun 1992 adalah salah;- . _
: ﬁ_'B’th‘t ada’ beberapq hal (vang harus d1bukt1§xan) ;1lx'1_"___"
G jffi\lta akan menv&talﬂn Terdahwa melal\ukan kegmtan:._:_

._“Sf_ltlﬁL'iS} yaitu: G THETRERT ot Eoy

i Benarkah deakwa bemmt menelbltkan “Sermﬁkat_

“Benih Tanaman™?

" i Benarkah Terdakwa ‘telah melakukan bei‘bag'fii upaya

“untuk mewujudkan niatnya meneibltkqn Se1t1ﬁl<at
Benih Tanaman? ' ‘ '

iii. “Benarkah Terdakwa telah menyediakan atau sekurang-
'l\umncrnyfl berupaya menyvediakan semua perangkat
yang dibutuhkan guna melakukan pemeriksaan
‘dan pengujian atas benih-benih tanaman yang
‘dimohonkan kepadanya oleh Pemohon Sertifilkat untuk
diterbitkannya Sertifikat Benih tersebut?
Namun [wdex Factie idak membmka kan b'lhwa Terdalowa

melakukan hal-hal demikian,

. Bahwa pengertian Sertifikasi yang benar aéalah proses

pemberian Sertifikat Benih Tanaman setelah melalui
pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi
persyaratan untuk diedarkan (vide: Pasal 1 butir 6 UU

No, 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman),
“ Dengan demikian, unsur pokok dan terpenting dari

“Sertifikasi itu sendiri adalah pemberian Serufikat Benih

Tanamarn. Adﬁpuﬂ pémberian Sertifikat Benih Tanaman”
tersebut setelah dilakukan atau didzhului dengan beberapa

tahapan, di antaranya adalah: pemeriksaan, pengujian, dan

pengawasan.

. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa

saksi tidak tahu atan tidak melihat Terdakwa melaku-
kan kegiatan pemeriksaan, pengujian laboratorium, dan
pemasangan label serta pengeluaran sertifikat benih tana-

52

man. Uleh karena 1tu, Penaschat Hukum Lerdakwa yakin
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- -_-.meg dlials.ukan Te:éakwa memang bukan dfﬁqm konteks
melalxulxan 5eruﬁixa51 vang mchputz ploses kegiatan pemer-
- iksaan, penguj mnjaboratormm danpemasangan label serta

: '_;=-pencrelmrfa_n»-‘bemﬁhka{ henih. Semua tahapan tersebut

. harus dlpenuhi untak. mc_nyazakan Terdftlﬂva melakukan

: _-'_j___sertlﬁixaa P L SR s S

£. Saksi ahli \f 1\{3;121 daiqm Lctu'mgann}a d1 pcrs;dangan

- meny atakan, bahwq yang dmnl\ﬂud dengan sertifikasi tanpa

_ "-.lzm adalah bﬂa -perorangan atau bad:m huhum vang tidak

- me_mp_up.yai :kcwenangan (izin Menten)_ telah mengeluarkan

 Sertifikat Benih Tanaman, Seseorang vang hanya menanam

~-;jagung saja.tdak bisa dzkatal\an melakukan kegiatan serti-
fikasi. . Lo :

. Bah\m berda%’uiﬂn le:eterang'm sqksl 511;51 dan Reteranoan

.. ahli mala telah dapat dibuktikan babwa Terdakwa yang

hanya menanam fagung adalah tidak termasuk melakukan

- kegiatan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal

. 61 ayat (1) huruf b UU Ne. 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budi Daya Tanaman. N\

9‘ Keberatan Ketiga dalam Per mohonan i&’lS"lSl Terdalkwa
menyebutkan bahwa Peagadilan Negesi Kediri telah
menyinggung Hak Perlindungan Varietas Tanaman dari PT
BISI sebagaimana ternyata dalain pertimbangan hukum Majelis
Hakim Pengadilan. Negeri Kediri halaman 33 yang isinya:
“Menimbang bahwa hasil persilangan tanaman jagung FS4 dan
F§9 menghasilkan jagung hibrida BI1S1-2 yang merupakan jenis
jagung unggul telah memperoleh sertifikasi dari Departemen

- Pertanian dan varietas tanaman jagungnya telah dilepas oleh

-Menteri Pertanian/Pemerintah untuk diedatkan dan karenanya

~juga mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Fal
PVT) sesuai UU No. 29 Tahun 2000 tentang Petlindungan
Varietas Tanarman.

10. Pertanyaan Kuasa Hukum Terdakwa adalah: dari manakah
dasar putusan Hakim yang menyatakan bahwa jagung FS4 dan
FS6 telah mendapatkan Hak Perlindungan Varietas ‘Tanaman
(Hak PVT)? Padahal, saksi-saksi Sugian, Hadi Winarno,

LN Aa et SN g i LT
uuly\), P e e S TRECTETES ux\,upuanctu it 1111 1 IO T

g ¥
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i belum mempuny’u Halw, Perhndunwzm Varietas Tanaman (Hak
TPV qedqngkan sakst jumlcil, Iﬂ.husen D'm’am dan Slamet
“ menyatakan‘tiddk tahu? et -
11 Dalam perkara agio yang pfzhnc munolqn chdq wakan kepada '-
- :-’I‘exquu 2 adalah pelanggaran teﬁﬂdflp Hak PVT yang dimiliki
- PT BISI yang dﬂ1ndung1 be;dq%firlﬂn U No., 29 t'ah.un'. '
: -_'_20()0 Namtuin, sebelum’ memumslﬂn adanya pelqnggaran__'
LU f_PVT terleb}h dahuiu harus dibukﬁl an kepemilikan H'&L_ ;
PV bcrdqsarlx.an tanda bU.lﬁ_l Hak PVT yaig diterbitkan oleh -
“Departémen Pertanian ‘c. q. Kantor Petrlindungan Varietas
- Tanaman, Selain ity jaga harus:dinraikan dan dibuktikan
““dalam proses pengadilan tentang bagian mana dard Hak PVT
vang dilanggar Terdakwa. Pada perkara ageo jelas bahwa
udese Factie tidak menggunakan U No, 29 Tahun 2000
“tentang Perfindungan Vatietas Tanaman sebagal dasar uneuk
*Umemutuskan pelanggafan tessebut, akan tetapi Judex Factie
- mengounakan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi
Daya ‘Tanaman, khususaya Pasal 61 ayar (1) huraf b tentang
Sertifikasi Tanpa Izin, vang justru mernpakan sesuat yang tidak
dilakukan oleh Terdakwa. :

Dalil-dalil Kuasa Hukum Terdakwa cukup mengena untuk
diungkap§<an sebagai alasan untuk fhenyatakan bahwa Pengadilan Negeri
Kediri telah salah dalam menerapkan undang-undang. Sayang sekali,
para Hakim Agung sepertinya tidak memperhatikan dalil-dalil tersebut.
Hékim-hakim Agung ;uqm‘u memberikan pertimbangan hukum sebagai
besikue. . '

1. Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Tesdakwa tidak dapztdibenarkan

“karena Judese Favtie tidak salah dalam meneraplkan hukum.

2. Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum juga tidak
dapat dibenarkan katena Judex Faee tidak salah dalam mener-
apkan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Permohonan Kasasi dari

Terdakwa dan Penuatut Unnam harus ditolak.

Kiranva dapat dibaca dengan jelas bahwa putusan Kasast tersebut

merupakan putusan paling ajaib vang telah dibuat Hakim Kasasi.

TrAlamm putusan lti.l FARTT TOAkK THem DET Ratl 'EI“U”UJ.'IIC_I]‘( ast dpapunl
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' 'uutilk. menyatakan'bahwa alasan-alasan atau dalit-daiil Pemohon Kasasi,
khususnya dari Terdakwa, adalah tidak benar, Padahal, alasan-alasan
atau dalil-dalil Pemohon Kasasi/Terdakwa cukﬁp baik dan memberikan
penc&mhan bficrfumanq seharusnya membuktikan unsur-unsut pidana
yang cinuduhlﬂn | ____'pada scoiang Terdakxm Sch‘u usnya Hakim' E\Abaqi

: 'mengu i Lc1leb1h dahulu di mana 1«_L1<ch1mn dth d'alzl P mohon Kasasi/
_tcrdakwq sabelum menmmlﬂn alasan=4] 1San: ; '"i:quk dapqt
dibenarkan, Halum Ixasam harus 111@1}113111&1:11«.111'Leuchl\benqmn alaaan— _

' ‘ll"lbﬂﬂ'tLi‘a(‘)bthdLﬂdeﬂ argumentasi hulum yang baik dan benar. Halini

tdak dilakukan oleh Hakim Kasasi tersebut. Dengan demikian, Putusan

Kasasi ini mcrup’ll an preseden vang sangat buruk, di mana Hakim

mernutuskan hukuman bagi sescorang ranpa memberikan argumentasi

hukum apapun. Kiranya putusan Kasasi tersebut telah mencederai
rasa keaddan masyarakat, dan menunjukkan betapa. buruknya proses
pencgql\an hukum di Indonesm Halsim Kasasi tclah mcaun; ukkan
kepada publik betapfl tidak profesionalm’a 1nerel~.a dalam menangani
pellsﬁara P’mtas jika lembaga peladziaﬂ Indonesm tidak dlpercam lagi

oleh para penmﬂ 1\63({1}3!} _ .

_ Budi Purwo Utomo adﬂlah l\,Olb'lll dasi penerapan hul\um vang
tidak benar dan tidak adil, ]ﬂna Lﬁetldalxadllan justru dscipt&i«m oleh
Hakim-hakim Agung sebagal pemegang lxeweﬂangﬂn tertinggl vang
memutuskan dengan irab-rah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa, maka ke manalagi para petani kecil mencari keadilan?
Haruskah petani menunggu sampal pada “sidung pengadilan di padang
Mahsyar”, di hadapan Tuhan Y’m@; Maha Ad}P Sungguh tragis.
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